
Tern bus an: 
1. ...... (14) =:':": 

. {12) . . 
NIP :{13) ·. 

Kepala Kantor 
-; · : W:ila,yap/Direktur*), 

·><):._·' ... : _.··/·,:<::(\ :. ': · :.: ·: . ' .. . . .. . . ·~ 
._. ... ;, . . . . ':·. . : .. · :;~ .. ·_:: .. : ... : ... ·... . . , . . - '. ' . ·, . . ·:,. 

.Tanggapan atas · kesimpulan semen ta/a ini .. dapat disampaikan . dalam jangka 
. 7 .(tujuh) hari .kerja -sejak .. surat -ini .diterima. Apabila dalarn. .jangka .. waktu ter sebut 

·· .Saudara tidak ··merty~riipaikan·· keberatari, Kami .anggap bahwa Saudara menerirna 
kesimpulan sementara ini. . .. 

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. 

Pengusaha Pabrik sebagaimana terse-hut. diatas, berdasarkan Peraturan Men teri 
Keuarigan N omor: ( 1.1) , produksi pabriknya digabung sebagai satu kesatuan 
golongan pabrik. · 

' - I• ~. ~ 

Terhitung Mulai 
Nama Pabrik 
NPPBKC 

2. 

Alamat 

KESIMPULAN SEMENTA.RA HASIL PENELITIAN 

HUBUNGAN K~TERKAITAN_ PENGUSAHA PABRIK HASIL. TE_MBAKAU 

Berdasarkr.n hasil penelitian, derigan ini Kami sarnpaikan kesimpulan sementara 
bahwa · perusahaan Saudara memiliki Hubungan Keterkaitan dari aspek 

. penhod.aJan/ manajernen . kunci/ penggunaan bahan baku · berupa · tembakau ins 
(TiS)/ htiburigan k_eh.~·Etrga*) dengan Pei\gusaha'·Pabt:tk lainnya, 'yaittr; 
1. Nama Pabrik · (1) · · 

NPPBKC (8) . 
...... (9) .. 

. . . . . . ( 10) . 
.. : .. :.(7) . 

. ...... (8) . .. 

: • . ·tii:;J~g M~i¥i·:'. ~ ·:,·./::/f~cii\·:t ·<:: .. · -. · 
· dst. 

•, .. . •' . : .. · - ... :- .• •·• '!! . . 

Yth. 
Nama· 

·· .. ::··N:PPBKC· 
· Ala.mat 

...... , .. (2) . ...... (3) .... ,. Nomor 

MENTERI KEUANGAN 
REPU!3LIK INDONESIA 

'l\I(EMirtrERIAN: KEVAN GAN REPUBLIK INDONESIA 
< ... DIREKTORAT JENDE~L BEA DAN.-CUKAI . ,• .· 

. . ...... (1) ...... 

LAMP!RAN'I . 
PERATURAN MENTER! KEUANGPN 
NOMOR- 7 8 /PMK.011/2013 
TENTANG PENETAPAN GOLONGAN 
DAN TARIF . CUKAI . H/\SIL 

.. · ,tEMBAKA.U. : . : <:, , .: .. ,T~RHAI:lf.P .• \' :PENGUSAitA '. : 'PABRIK: . HASIL . 
. ·TEMBAKA:U :,YANG · . MEMILIIG 

· \i:uBUNGAN KETERKAITAN 

.. :" · .. _.. . 
.. /":. .. / . : .. : ~ : .·: ·,.·. 



AGUS D.W. MARTOWARDOJO 

ttd. 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Diisi kop surat Kantor Wilayah DJBC atau Direktorat Cukai 
Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat 
Diisi nomor surat 
Diisi pimpinan pabrik penerima surat 
Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) 
pabrik penerima surat 
Diisi alamat pabrik penerima surat 
Diisi nama pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan 
Diisi NPPBKC pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan 
Diisi alamat pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan 
Diisi masing-rnasing tanggal, bulan, dan tahun Hubungan 
Keterkaitan mulai terjadi 
Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang 
Penetapan Golongan Dan Tarif Cukai Basil Tembakau Terhadap 
Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang Memiliki Hubungan 
Keterkaitan 
Diisi nama lengkap .Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai 
Diisi NIP Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai 
Diisi pihak-pihak yang mendapat tembusan surat, antara lain: 
l. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 
2. Direktur Cukai; 
3. Pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan. 

PETUNJUK PENGISIAN 

MENTERr l(EUANGAN 
REPUDLU< INDONESIA 

Nomor (12) 
Nomor (13) 
Nomor (14) 

Nomor (11) 

Nomor (6) 
Nomor (7) 
Nomor (8) 
Nomor {9)" 
Nomor (10) 

Nomor (1) 
Nomor (2) 
Nomor (3) 
Nomor (4) 
Nomor (5) 



. 'I. 

Cata tan: 
*) Coret yang tidak perlu 

· .. .'·.,.(14}.·., · . 
. , NIP:"::·:_:;( 1 s,. .. . . . . . . ... ·. ·.· . . ., ': .(9): .. · .... . . . . 

..... ( 10) ..... 

...... (13) .. ·. ·:. Pirripinan/ Kuasa *) ..... (8) .... : 

._·:._::: ,.·. ·_:_·::: ... :: . .".(-J.1): .. .- ... 
. NlP:: .. : . ."( 12): : .. : : .. . . . - (9).' · .. 

. . . (10) · .. 

... · .. {7) . 
. · Kepala Kantor Wilayah/ Direkrur *) Pimpinan/ Kuasar) ..... (8) ..... . - 

oemiitian risa1ati. irii ·ciibuat .d~ngari .. s:ebe:n~fnra: d~n merupakan bagian.yang tidak 
terpisahkan dari BeritaAcara Pernbahasari Akhir clan ditandatangani oleh: . . . 

Pendapat Kepala. Kantor 
Wilayah/Direktur Cukai. 
Kesimpulan 

Kriteria 

Temuan ... : .. (2) ; 

...... (3):: : . 

...... (4) : 

.... '. .-(5).: . 

. ..... (6) . 

Perigusaha Tanggapan 
Pabrik 

· RiSALAH ;?EMBABASAN. AKHIR 

- 2 - 
·.'K~MENT.ERIAN :"KEUANGAN REPUBLIK-INDONESIA 

. .• . ·· . .DIREKTORAT.JENDERAL'BEA DAN CUKAI. . . 
. . . . . · ( 1 ) . 

MENTERIKEUANGAN 
AEPUBUK INDONESIA 

LAMPIRAN II 
. PE:RA'I'(JRAN. MENTERI-1{EUANGAN 

l'lOMOR- 7 8 /PMK.011/2013 
TENTANG PENETAPAJ.'.1 GOLONGAN 
DAN. TAR!F CUKAJ HASIL 

. TEM.BAI~\J. . ,:·, . : . . .. ·TEB,HAD/:::> · 
· · F'ENGUSAHA . ·· ·PABRll(' . HASIL 

. 'I'EMBAi<A.U . . YANG MEMILIIa 
HUBUNGAN KETERKAITAN . 

'···:.··:: . ... : ... ·.·.::. 



AGUS D.W. MARTOWARDOJO 

ttd. 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Nomor (15) 

Nomor (14) 

Nomor (12) 

Nomor (11) 

Nomor (10) 

Nomor (8) 
Nomor (9) 

Nomor (6) 
Nornor (7) 

Nomor (3) 
Nornor (4) 
Nornor (5) 

Nornor (2) 

Nomor (1) Diisi kop surat Kantor Wilayah DJBC atau Direktorat Cukai 
yang melaksanakan pem bahasan akhir 
Diisi uraian temuan adanya Hubungan Keterkaitan dengan 
Pengusaha Pabrik lainnya 
Diisi peraturan yang menjadi dasar temuan 
Diisi sanggahan Pengusaha Pabrik atas temuan 
Diisi pendapat Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai 
atas sanggahan Pengusaha Pabrik 
Diisi kesimpulan atas pembahasan akhir 
Diisi lokasi dan tanggal, bulan, dan tahun dilaksanakannya 
pembahasan akhir 
Diisi nama pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir 
Diisi nama lengkap pimpinan atau kuasa pabrik yang 
melaksanakan pem bahasan akhir 
Diisi jabatan pimpinan atau kuasa pabrik yang 
melaksanakan pembahasan akhir 
Diisi nama lengkap Kepala Kantor Wilayah atau Direktur 
Cukai yang melaksanakan pembahasan akhir 
Diisi NIP Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai yang 
melaksanakan pembahasan akhir 
Diisi Jabatan Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor 
Wilayah atau Direktur Cukai untuk mengikuti pernbahasan 
akhir 
Diisi nama lengkap pejabat yang ditunjuk oleh Kepala 
Kantor Wilayah atau Direktur Cukai untuk rnengikuti 
pembahasan akhir 
Diisi NIP pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah 
atau Direktur Cukai untuk mengikuti pembahasan akhir 

Nomor (13) 

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

PETUNJUK PENGISIAN 



Catatan: 
*) Caret yang tidak perlu 

. (19) . 

. .. (20) . 
Nr'P (21) . 

. .. (15) . 

. .. .. .. (16) . 

· Pimpinan/Kuasa*) ..... (14) ..... 

....... (17) . 
NIP (18) . 

....... (15) . 

.. . (16) . 

Wilayah/ . Kepala Kantor 
Direktur*) 

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dilampiri risalah 
pembahasan akhir. 
Pimpinan/Kuasa*) ..... (14) ..... 

dst. 

dst. 
Pembahasan akhir dilaksanakan bersama dengan pihak Pengusaha Pabrik: 

1. Nama (12) . 
Jabatan (13) . 

2. Nama (12) . 
. Jabatan (13) . 

2. 

...... ( 9 ) . 
..... (10) . 
..... ( 11) . 
.. , .. ( 9 ) . 
..... (10) . 
. . . . . ( 11) . 

N ama Perusahaan 
Alamat 
NPPBKC 
N ama Perusahaan 
Alam at 
NPPBKC 

1. 

' ·. 
Telah melaksanakan pembahasan akhir, sebagai tindak lanjut adanya Pengusaha 
Pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan dari aspek permodalan/ manajemen 

· kunci/ pengguriaan bahan baku berupa tembakau iris (TIS)/ hubungan keluarga*) · 
dengan Pengusaha Pabrik lainnya yaitu: 

... (8) ... 
Jabatan 

Pada hari ini tanggal bulan .tahun (3), bertempat 
di · ·: ,· , .. ('.4), kami: 

BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR 
Nomor : ..... ( 2 ) ..... 

KEMEl'fTERIAN ~EUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

...... (1) ...... 

MENTERIKEUANGAN 
REPUBLIK tNDONESIA 

- 3 - 

LAMPIRAN III 
PERATURAN.MENTERI KEUANGAN 
NOMOR- ... :78· /PMK.011/2013 
TENTAJN:G PENETAPAN GOLONGAN 
DAN · TARIF CUKAI HASIL · 
'TEMBAKAU TERHADAP 

PENGUSAHA PABRIK HASIL 
. TEMBAKAU YANG MEMILIIa 
HUBUr-l'GAN KETERKAlTAN 

•• !;. 



AGUS D.W. MARTOWARDOJO 

ttd. 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
' 

Nomor (20) 

· Nomor (19) 

Nomor (18) 

Nomor (17) 

Nomor (16) 

Nomor {14) 
Nomor (15) 

Nomor (13) 

Nomor (7) 
Nomor (8} 
Nomor (9) 
Nomor (10) 
Norrior (11} 
Nomor (12) 

Nomor (2) 
Nomor (3) 
Nomor (4) 
Nomor (5) 
Nomor (6) 

Nomor (1) Diisi kop surat Kantor Wilayah DJBC atau Direktorat Cukai 
yang melaksanakan pembahasan akhir 
Diisi nomor berita acara pembahasan akhir 
Diisi hari, tanggal, bulan, dan tahun pembahasan akhir 
Diisi lokasi pembahasan akhir 
Diisi nomor urut 
Diisi nama lengkap pejabat yang melaksanakan pembahasan 
akhir 
Diisi NIP pejabat yang melaksanakan pembahasan akhir 
Diisi jabatan pejabat yang melaksanakan pembahasan akhir 
Diisi nama pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir 
Diisi alamat pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir 
Diisi NPPBKC pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir 
Diisi nama pemilik pabrik atau kuasanya yang 
melaksanakan pembahasan akhir 
Diisi jabatan pemilik pabrik atau kuasanya yang 
melaksanakan pem bahasan akhir 
Diisi nama pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir 
Diisi nama lengkap pimpinan atau kuasa pabrik yang 
melaksanakan pembahasan akhir 
Diisi jabatan pimpinan atau kuasa pabrik yang 
melaksanakan pembahasan akhir 
Diisi nama lengkap Kepala Kantor Wilayah atau Direktur 
Cukai yang melaksanakan pembahasan akhir 
Diisi NIP Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai yang 
melaksanakan pembahasan akhir 
Diisi Jabatan Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor 
Wilayah atau Direktur Cukai untuk mengikuti pernbahasan 
akhir 
Diisi nama lengkap pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor 
Wilayah atau Direktur Cukai untuk mengikuti pembahasan 
akhir 
Diisi NIP pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah 
atau Direktur Cukai untuk mengikuti pembahasan akhir 

Nomor (21) 

PETUNJUK PENGISIAN 

MENTER! l<EUANL:\AN 
REPUBLII< INDONESIA 



KEPUTUSAN (1). .. . .. TENTANG PENETAPAN 
HUBUNGAN KETERKAITAN PENGUSAHA PABRIK HASIL 
_TEMBAKA.U ATAS NAMA.:.:··_ (3) DI (4) :. 

, . ·iieiletapk~h :)5ah;a·.·.P.eiigd~~-ha:· -fl~bbk'· derigan ., Nornor ·,Pokok · 
.Pengtisaha··.: Barang :: .'Kena·. Cukai ·(NPPBKC) , (5) . 
rnerriiiiki . Hubungan .Keterkaitan dengan Pengusaha Pabrik 
lainnya, yaitu: · 

MEMUTUSKAN 

¥ 

;. 
.a,' .Bahwa. _petn~ga\1.g · :'. Nomcr Pokok. Pengusaha Barang Kena 

· .. Cukai. (NPBBKC} .atas .nama. '. ,.:(3) -~: di :: (4) .. :> .. : .. 
. memiliki Hubungan -Keterkaitan dari aspek permodalan, 
manajernen kunci, penggunaan bahan baku berupa 
ternbakau iris (TIS), dan Zatau hubungankeluarga; 

b. Bahwa berdasarkan pertimbarrgan sebagaimana dimaksud 
dalam · huruf . a, perlu. · merietapkan Keputusan tentang 
Penetapan Hubungan Keterkaitan Pengusaha .Pabrik Basil 
TernbakauAtas Narna ... · ... <_ ... :(3) ..... :._- .. ; di .... : .. .' .. {4): ... ,.-,.:.< . 

L Undang-Undang Nornor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3613) sebagaimana .telah diubah derigan Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 2007 [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun . 2007 Nornor · 105, Tambahan Lembaran Negara 

. . · -Republil<·.fri'donesi'a Nemer 4755); . · .. .'- _ . 
2. .Peraturan :r3'residen . Nornor . · 24 . 'I'ahun 2010 tentang 

Ked'udukan, Tugas,: darr Fungsi Kementerian Negara Serta 
Susunan Organisasi, Tugas, clan Fungsi Eselon I 

. Kem en terian Negara; . . 
3. Peraturan Menteri Keuangan Nornor .... .., .... ten tang Penetapan 

Golongan Dan Tarif . Cukai Hasil .Ternbakau Terhadap 
Pengusaha Pabrik Basil Tenibakau Yang Memiliki .Hubungan 

. Keterkaitan, ·.·. . 

,PERTAMA: 

Menetapkan 

Mengingat 

Menimbang .. 

PENETAPAN HUBUNGAN KETERKAITAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU 
A.TAS NAMA (3) : : DI (4) .. 

TENT ANG 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
KEPUTUS:AN .. :,, (1) , .. 

·NOMQR .: .. ::.;· .. ,(2} ::.:. . . . 

MENTERIKEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

- 4 - 

LAMPIRAN IV 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN 
NOMOR- 7 8/PMK.011/2013 
TENTANG PENETAPAN GOLONGAN 
DAN TARIF CU KAI HASIL 
TEMBAKAU TERHADAP 
PENGUSAHA PABRIK HASIL 
TEMBAl(AU YANG MEMILI!{I 
HUBUNGAN KETERKA!TAN 

. •'. 

. . 



Catatan: 
*) Coret yang tidak perlu 

. (16) . 
NIP (17) .. 

Ditetapkan di : (13) .. 
Pada.tanggal : : (14) .. 
. . . .. . . . . . . (15) . 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 
1. Direktur J enderal Bea dan Cukai; 
2. Direktur Cukai; (apabila yang menetapkan Kepala Kantor 

Wilayah) 
3. Direktur Penindakan dan Penyidikan; 
4. Direktur Audit; 
5. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai; 
6. Kepala Kantor Wilayah (11) ; (apabila yang 

menetapkan Direktur Cukai) 
7 · (12) . 
Asli Keputusan ini disarnpaikan kepada yang bersangkutan 
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

KETIGA 

KEDUA Penjelasan atas adanya Hubungan Keterkaitan sebagaimana 
dimaksud di 'atas adalah sebagaimana tercantum dalam: 
.... · (10) . 
Pengusaha Pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan dengan 

. · Pengusaha Pabrik lainnya, jumlah produksinya disatukan 
menjadi satu kesatuan golongan Pengusaha Pabrik. 
Keputusan Kepala Kantor Wilayah/ Direktur*) ini mulai berlaku 
pada tanggal ditetapkan. 

KEEMPAT 

dst. 

2. 

........... (6)· .. 

........... (7) . 

........... (8) . 
········· .. (9) . 
........... (6) .. 
. (7) .. 
. (8) .. 
........... (9) . 

Namapabrik 
NPPBKC 
Alam at 
Terhitung mulai 
Nama pabrik 
NPPBKC. 
Alam at 
Terhitung mulai 

1. 

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLII( INDONESIA 



AGUS D.W. MARTOWARDOJO 

ttd. 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Diisi kop surat Kantor Wilayah DJBC atau Direktorat Cukai 
Diisi nomor surat keputusan 
Diisi nama pabrik penerima surat keputusan 
Diisi kota pabrik penerima surat keputusan 
Diisi N omor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) 
pabrik penerima surat keputusan 
Diisi nama pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan 
Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) 
pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan 
Diisi alamat pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan 
Diisi tanggal, bulan, dan tahun Hubungan Keterkaitan mulai 
terjadi 
Diisi surat yang menyampaikan kesimpulan sementara dan/ atau 
berita acara pembahasan akhir, beserta risalahnya atau hasil 
penelitian atas permohonan untuk dinyatakan tidak · memiliki 
Huburigan Keterkaitan 
Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi pabrik yang 
memiliki Hubungan Keterkaitan 
Diisi Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan/atau 
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang 
membawahi pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan 
Diisi kota tempat penetapan surat keputusan 
Diisi tanggal penetapan surat keputusan 
Diisi jabatan lengkap Kepala Kantor Wilayah atau Direktur 
Cukai yang melakukan penetapan surat keputusan 
Diisi nama lengkap Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai 

Diisi NIP Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai 

PETUNJUK PENGISIAN 

MENTE111 l<EUANG1\N 
REPUDUI( lNDONESl1\ 

Nomor (16) 

Nomor (17) 

·Nomor (13) 
Nomor (14) 
Nomor (15) 

Nomor (12) 

Nomor (11) 

Nomor (10) 

Nomor (8) 
Nomor (9) 

Nomor (6) 
Nomor (7) 

Nomor (1) 
Nomor {2) 
Nomor (3) 
Nomor (4) 
Nomor (5) 





L Uridang-Uridang · ·Norricir 'i 1 · 'I'ah uri . 1995 tentang Cukai 
. (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahuri 1995 Nornor 76, 
Tambahan Lembaran Negara . Reptiblik Indonesia Nomor 
3613) · sebagaimaria telah · diubah dengan Urtdang-Undang 
Nomor 39 Tah.un 2007 (Lernbaran Negara Republik Indonesia 

:.Tahun. 2007.' .Nomor ·105; .'farn.bahan. Lernbaran . Negara 
Rep~biik IndoriesiaNomor 4755); . . .. 

2. Peraturan Presiden · Nomor. · 24 Tahun 2010 · tentang 
Kedudukan, Tugas, · dan Fungsi Kementerian Negara S_erta 

. Susunan . Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
· Kementerian Negara; · . 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nornor ......... tentang Penetapan 
Golorigan ban Tarif Cukai Hasil Ternbakau. Terhadap 

.. _. Pengusaha Pil:irik 'I-:ias_iJ Tembakau.Yang )v1emiliki Hubungan 
... Keterkaitan: . . ' . . . .· . 

·. MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN =::' ... (1) ..... '. . .... ·. .TENTANG PENETAPAN 
. -HVBUNGAN :KETERKAITAN PENGUSAHA PABRIK BASIL 

TEMBAKAU ATAS NAMA .:.: :.(3) DI (4) .. 
· Menetapkan bahwa Pengusaha Pabrik dengan Nornor Pokok 
.Penguaaha Baning Kena C1..1ka1 (NPPBKC), .. .. : .... (5). ;: ... :- ... · tidak 

. lagi merniliki Hubungan. Keterkaitan dengan Pengusaha Pabrik 
lainnya, yaitu: 

a. Bahwa pemegang · ·N ornor Pokok Pengusaha Bararig Kena 
.C1J.kai (NPP~Is;C) atas.narria ·.· .. :.::· (3) .... ·: .... di<.,:;". (.4)'.:: .· ... - .. tidak 
lagi mernilikiHubungan ·ket~rkaitari dari .aspek permodalan , 
manajemen kunci;- penggunaan · bahan baku berupa 
tembakau iris (TIS),· dan/atau hubungan keluarga dengan 
Pengusaha Pabrik lainnya; . . 

.b. Bahwa berdasarkan "pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, .perlu menetapkan Keputusan tentang 
Keputusan Penetapan. Hubungan Keterkaitan Pengusaha 
Pabrik .-Hasif Tembakau >Atas Nania ._;· .. . (3) ,, . 

· di : ... _. .... : (4) .. : .:.<·.:.. .. . 

l ,. 

":fENTANG 

PENCABUTAN PENETAPAN HUBUNGAN KETERKAITAN 
PENGUSAHA PABRIK HASiL TEMBAKAU 

ATAS _NAMA : : (3). : ., ::.:- .. DI _., . .':,.· (4) .. : .. : . 

KEMENTERIAN KEUANGAN. REPUBLIK INDONESIA 
KEPUTUSAN · · '. (l).: . 

. NOMOR.:-·'., ,'.;.(2)::., · 

- 5 - 

... ;·_.:..:··'..-·._: 

MENTER! KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESlA 

LAMPIRAN' v . 
· PERATURAN,. MENTER! KEUANGAN 
NOMOR0 78 /PMK.011/2013 
TENTANG PENETAPAN GOLONGAN 
DAN TARIF CUKAI HASIL 
TEMJ?AKAU TERHADAP 

. PENGUSAHA PABR[K , HASlL 
· TEMBAKAU YANG MEMILIKI 
· HUBUNGAN KETERKAITAN 

,, 

PERT AMA 

Menetapkan 

Mengingat 

. Menimbang · 

·:··.: 
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. . . Ca tatan: · . . 
*) Caret yang tidak perJ~ 

·. ;; ,._ .. :_(16) ;.·, _ . 
· NtP . .' .. ,.:.:··.···_(17) . 

Ditetapkan di : (1;-3) . 
Pada tanggal : ( 14) .. 

. .. . : .. : .. ·: '. .: .. Jl5),; i. '.' .·.: ·.· .. ,. :· 

KETIGA 

KEDUA Penjelasan . "t).t;3.S ... tidak .. adanya, Hubungan :~eterkaitan 
.sebagaimaria dimaksud.' di .atas adalah 'sebagairnana tercariturn 
dalam: , .. (1'0) ::.,./ .. · · . 
Pengusaha Pabrik ·yang tidak lagi memiliki keterkaitan dengan 
Pengusaha Pabrik Iainnya, jumlah produksinya dihitung untuk 
masing-rnasing pabrik. · 
Keputusan Kepala Kantor/D'irektur*) · Irii mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan. 

Salinan Keputusan ini disampaikankepada : ·. 
· 1. · Direktur J enderal Bea dan Cukai; 
2 .. Direktur Cukai; (apabila yang menetapkan Kepala Kantor 

Wilayah) . . · . 
3. Direktur Periindakan.dan Penyidikan; · 
4. Direktur Audit; . . . 

. 5: Direktur Inforrnasi Kepabeanan dan Cukai; 
_p.; · Kepala . Kantor .·W.ilaya;h __ .. .-.;1 -~Ji 1) -:': : ..... ,; .. (a_pabila. yang 

· . ·. :rt{enetci:pkan..birektu:r Cukail . . . .· . 
. 7. : :(12) ,... . . . .. 
Asli Keputusan irii disampaikan kepada yang bersangkutan 
UJ?- tuk dipergunakan sebagaimana mes tin ya. 

KEEMPAT 

Terhitung .mulai .. 
dst. · 

.. : (6) . 

........... (7) .. 

..... :· (8) ; . . . . . . . . 

.. ,.(9r, . 

.......... <(6) :., . 

... ; : (7) . 

.. . · _ (8) . 
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1. N ama pabrik 
NPPBKC 

· Alamat 
'ierhiturtg mulai ,. 

2. Nama pabrik 
NPPBKC 
Alam at 

MENTERI KEUANGAN 
REPUBl,lK INDONESIA 

. . ' 
I . 

I _:,i 



AGUS D.W. MARTOWARDOJO 

ttd. 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Nomor (16) 

Nomor (13) 
Nomor (14) 
Nomor (15) 

Nomor (12) 

Nomor (11) 

Nomor (10) 

Nomor (9) 

Nomor (8} 

Nomor (7) 

Nomor (6} 

Nomor (1) 
Nomor (2) 
Nomor (3) 
Nornor (4) 
Nomor (5) 

Diisi kop surat Kantor Wilayah DJBC atau Direktorat Cukai 
Diisi nomor surat keputusan 
Diisi nama pabrik penerima surat keputusan 
Diisi kota pabrik penerima surat keputusan 
Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) 
pabrik penerima surat keputusan 
Diisi nama pabrik yang tidak lagi memiliki Hubungan 
Keterkaitan · 
Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) 
pabrik yang tidak lagi memiliki Hubungan Keterkaitan 
Diisi alamat pabrik yang tidak lagi memiliki Hubungan 
Keterkaitan 
Diisi tanggal, bulan, dan tahun Hubungan Keterkaitan 
berakhir 
Diisi surat yang menyampaikan kesimpulan sementara 
dan/ a tau berita acara pembahasan akhir beserta risalahnya 
atau hasil penelitian atas permohonan untuk dinyatakan 
tidak memiliki Hubungan Keterkaitan. 
Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi pabrik yang 
memiliki Hubungan Keterkaitan 
Diisi Kepala Kantor Pelayanan Utarna Bea dan Cukai 
dan/ atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai yang membawahi pabrik yang memiliki Hubungan 
Keterkaitan · 
Diisi kota tempat penetapan surat keputusan 
Diisi tanggal penetapan surat keputusan 
Diisi jabatan lengkap Kepala Kantor Wilayah atau Direktur 
Cukai yang melakukan penetapan surat keputusan 
Diisi nama lengkap Kepala Kantor Wilayah atau Direktur 
Cukai 
Diisi NIP Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai Nomor (17) 

PETUNJUK PENGISIAN 

MENTERIKEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

. I 



:~ 



AGUS D.W. MARTOWARDOJO 

ttd. 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Catatan: 
*} coret yang tidak perlu 

Ttd 

Tempat, Tanggal Surat 

Pengusaha Pabrik 

Materai 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian 

hari terdapat kesalahan atau temuan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi · sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

No. Nama Pabrik NPPBKC Alamat Pabrik Sejak 
1. 
2. 

dst. 

NPPBKC 

NPWP 

Alam.at Pabrik 

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami memiliki/tidak memiliki/ 

sudah tidak lagi memiliki*) Hubungan Keterkaitan dari aspek permodalan, manajemen 

kunci, penggunaan bahan balm berupa tembakau iris (TIS), dan/atau hubungan keluarga 
dengan Pengusaha Pabrik lainnya, yaitu: 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

Jabatan 

Alamat 

Pimpinan/Kuasa dari 

Nama Pabrik 

SURAT PERNYATAAN 

MENTERIKEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 
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